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HuhTLRI PnKDhDuAAN UMUM DaN PuRHULUNGAN :

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan segala pekerdjaan jang
mengenai Urusan pegawsi negeri pada Djawatan2 ba-
wahan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan,
perlu menjershkan hak?2 kekuasaan kepada Kepala Dja-
watan2 termaksud;

Mengingat: I Peraturen Pemerintah no.2l th.1948 (P.G.P.th.1948)
IT Perzturan Pemerintsh no.5 th. 1949; I XU
vl IIT Persaturan Pemerinteh no.3 th. 1949;
IV Peraturan Presiden no. 1 th. 1949;

y = Memutus ken
Pasal 1.

Menetapkan, bahwa hak untuk:

£, mengangkat.
b. mempernentikan dengan hormad.
‘¢, memberi kenaikan grdji pade waktu jang tertentu.
d. Memberl istirchat (ketjuali beristirshat luar
: tanggungan Negars, )
pv&‘ Jang mengenai pegawai Negeri termasuk golongan IV

[ € “;;ﬂ - @&w\ P.G.P. th,1948 ke bawah, diserchkan kepada:
%ﬂ; ?ph6w4 - 1. Kepala Djowatan Pekerdiaan Umum dan Perhubungan
fovuwahp' ~Djoawe Timur di Syrabzja..
) bd“ \m . 2+ Kepala Djowetan Pekerdjacn Umum dan Perhubungnn
| @%vﬂJv ‘oo Djmwrn Tengah di Semarcng.
o rw:ﬂ‘ ”N; 3. Kepala Djawaten Pekerdjran Umum den Perhubungan

Djawa Barat di Bandung.
4. Keprla Djawaton Pekerdjasn Umum den Perhubungen
Sumatra Selatan di Palembangs.
5+ Kepale Djawnton Pekerdjaan Umum dan Perhubungan
Sumatrae Tengah di Bukittinggi.
| 6. Kepsla Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan
Y Tapanuli-Sumetra Timur/Selatan di Sibolge
¥ V 7. Kepala Djrwetan Pekerdjaan Umum dsn Perhubungan
: Sumatra Utara di Kotaradja.
8. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan
Kalimantan di Bandjarmesin.
9, Kepnla Djawaztan Perlengkepen di Jogjakarta,

Pasal 2.

Kepala Djawatan tersebut dnlam pasal 1 berhak pula mene-
topkan pemindrhan pegnwni2 negeri termasuk golongan V P.G.P.
1948 kebawah, didalam lingkungon dcerahnja masing2, ketjuali
jeng ditundjuk sebogri Kepals Bagien Djawaton (Deernh,Seksi);
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a. Pemberian tundjengon kematian termaktub dalam
surat putusnan Kepala Kantor Urusan Pegowei Ne-
geri tg. 25 Nopember 1949 no. 2354/A dilakukan
oleh Kepala Djaweton tersebut dalam pasal 1.

b. Pemberian uang kurnia termaksud dalam pasal 5
ajat 1 maklumat Menteri Keuangan no.20 tahun
1946, dilakukan oleh Kementerian sendiri atas
oesoel? jang lengkep deori Kepala Djawatzan ma-
sing2.

Pasal 4,

Penjerahan hak kekuasaan jang diberikan sebelum-
nja peraturan ini berlaku dan bertentangan dengan
peraturan ini, dianggap batal.

Pasal 5.
Peraturan ini mulai berlsku tengegal 1 Djuni 1950,

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

Kementerian Keuangen di Jogjakarte.

Badan Pemeriksa Keuangen di Jogjakarta.
Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta,
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.,

Semua Kantor Inspeksi Keuangan.

Kentor Perdjalanan Dinas di Jogjakarta.
Semua Gubernur,

Kepala Djawatan2 jang bersangkutan.

Selaras dengan surat putusan tsb.,

A.n, Menteri Pekerdjaan Umum
dan Perhubungan
Kepala Bagian Pegawai,

( R. Sedjokertopati,)



